
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1245, 2019 KEMENDAG. Impor. Barang Modal dalam Keadaan 

Tidak Baru. Ketentuan. Perubahan. 
 

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 76 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 

TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM 

KEADAAN TIDAK BARU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan investasi, 

mempercepat pengembangan usaha, dan memperkuat 

daya saing, perlu melakukan perubahan terhadap 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan 

Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak 

Baru; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);  

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam 

Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang 

Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing 

Contract) Minyak dan Gas Bumi; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi 

atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104); 
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14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1006); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-

DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan 

Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1415); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 

tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 

tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);  

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan 

Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1703); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR 

BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang 

Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 4 

diubah dan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 4  

(1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok 

A dan Kelompok B, Lampiran II Kelompok A dan 

Kelompok B, dan Lampiran III harus berusia paling 

lama 20 (dua puluh) tahun.  

(2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok 

C harus berusia paling lama 30 (tiga puluh) tahun.  

(3) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok 

B dapat diimpor jika memenuhi ketentuan batasan 

usia pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan. 

(4) Dihapus. 

(5) Penentuan usia BMTB yang termasuk dalam Pos 

Tarif/HS 89 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Kelompok C dihitung mulai dari tanggal 

selesainya survey klasifikasi (completion survey) yang 

tercantum dalam Class Certificate. 

 

2. Menambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (1) Pasal 7, yakni 

huruf g sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:  

  

Pasal 7 

(1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan 

melakukan impor BMTB harus mengajukan 

permohonan Persetujuan Impor secara elektronik 
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